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Abstrak 
Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Debitur Pada Perjanjian 
Kredit Dengan Hak Tanggungan Pada Bank BNI Unit Genuk, 
Demak”mengunakan Metode penelitian yuridis-empiris yaitu pendekatan terhadap 
hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang 
Perbankan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas 
Tanah Beserta Benda-benda. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif,  Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pemberian kredit 
kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit Genuk dijalankan sesui 
dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 
KHUPerdata. Perjanjian kredit yang dilakuan oleh debitur dimana onjeknya 
berupa pinjaman modal sesuai dengan penjelasan Pasal 1333 KUHPerdata. 
Pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit Genuk 
sesuai dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 
Perbankan. Pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI 
Unit Genuk berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai 
oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, 
dan prospek usaha dari nasabah debitur. Pemberian kredit kepada debitur yang 
dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit Genuk dengan memberikan jaminan sesuai 
dengan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.  Isi 
gugatan daripada Penggugat menyebabkan gugatan tidak jelas arah dan tujuan 
yang hendak dicapai. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat formalitas 
gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acar perdata sehingga sudah 
sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini 
didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar perbuatan hukum bahwa 
dalam perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan penuntutan adalah; a) 
ganti rugi nayata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif 
dan konkret disebut kerugian materiil; b) kerugian immateriil berupa ganti rugi 
pemulihan kepada keadaan semula. 
 
Kata Kunci: perjanjian kredit, perbuatan melawan hukum, penyelesaian hukum 
di   pengadilan 
 
Abstract 
Research with the title "Analysis of Debtor Protection on Credit Agreements with 
Mortgage Rights at BNI Bank Genuk, Demak" using a juridical-empirical 
research method, namely the approach to law as a norm, namely Law Number 10 
of 1999 Concerning Banking, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage 
Rights and Land and Property. This type of research used in this study is 
descriptive, The results of the research obtained are the granting of credit to 
debtors conducted by PT. Bank BNI Genuk Unit is run in accordance with 
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applicable legal provisions as explained in Article 1320 KHUPerdata. Credit 
agreement made by the debtor where the subject is in the form of a capital loan in 
accordance with the explanation of Article 1333 of the Civil Code. Lending to 
debtors conducted by PT. Bank BNI Genuk Unit in accordance with Article 1 
Number 11 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Lending to debtors 
conducted by PT. Bank BNI Genuk Unit pursuant to Article 8 of the Banking Law 
which must be assessed by banks before extending credit is the character, ability, 
capital, collateral, and business prospects of debtor customers. Lending to debtors 
conducted by PT. Bank BNI Genuk Unit by providing guarantees in accordance 
with Article 2 Paragraph (1) Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia 
Number 23/69 / KEP / DIR dated February 28, 1991 concerning Guarantees of 
Credit Provision. The contents of the lawsuit rather than the Plaintiffs cause the 
lawsuit to have unclear direction and objectives to be achieved.This is based on 
Article 1365 of the Civil Code as a basis for legal actions that in acts against the 
law that can be prosecuted are; a) actual losses that can be calculated in a detailed, 
objective and concrete manner are called material losses; b) immaterial losses in 
the form of recovery compensation to its original state. 
 
Keywords: credit agreement, unlawful acts, legal settlement in the court 
 
1. PENDAHULUAN 
Pembangunan perekonomian merupakan bagian dari program pemerintah 
terhadap pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945. Bank memiliki peran penting dalam pembangunan 
ekonomi di Indonesia, dikarenakan bank mampu memberikan solusi mengenai 
perkembangan bisnis dan usaha masyarakat. 
 Program perbankan yang memberikan kemudahan masyarakat dalam 
melakukan bisnis adalah kredit. Kredit merupakan kegiatan usaha yang banyak 
ditempuh oleh masyarakat saat ini. Kredit berasal dari kata credere yang berasal 
dari kata Romawi yang berarti kepercayaan (Djumhana, 1993). Pasal 1 angka 11 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan menjelaskan tentang 
kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Fuady, 2012). 
 Lembaga perbankan memegang peranan yang fundamental pada kegiatan 
perekonomian sebagai lembaga keuangan yang membantu pemerintah untuk 
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meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pasal 1 angka 2 Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa; “Bank merupakan 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Setyaningrum, 2015). 
 Proses perjanjian kredit yang dilakukan Bank sebagai kreditur dan nasabah 
atau debitru menyertakan sebuah jaminan. Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1999 Tentang Perbankan menyatakan bahwa mengenai prinsip kehati-
hatian pada perjanjian kredit, kreditor memerlukan sebuah agunan yang berfungsi 
sebagai jaminan untuk dipenuhinya tagiha. Pasal 1 angka 23 Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan menjelaskan jaminan tambahan yang 
diserahkan nasabah atau debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas 
kredit atau pembiayaan (Djumhana, 1993). 
 Sengketa terkait perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan Bank 
BNI Unit Genuk, Demak dimana Bapak Nasrukin sebagai debitur melakukan 
perjanjian kredit dengan Bank BNI unit Genuk, Demak dengan sejumlah uang. 
Perjanjian kredit tersebut juga melibatkan sebidang tanah dengan sertifikat hak 
milik (SHM) Nomor 780/Guntur dengan luas 205 meter persegi yang terletak di 
Desa Guntur dengan anama Jatmiko. Iuran pinjaman kredit oleh debitur ternyata 
macet, dikarenakan usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami bangkrut 
sehingga tidak bisa melakukan pembayaran iuran setiap bulannya. Pihak debitur 
berusaha melakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mendapatkan jalan 
keluar. Akan tetapi tanpa pemberitahuan dari bank kepada debitur, jaminan 
berupa tanah dilelang oleh pihak bank dengan harga yang murah. Hal ini 
membuat pihak debitur melakukan keberatan kepada pihak bank dikarenakan 
pelelangan tersebut tanpa persetujuan daripada debitur, selain itu debitur 
melakukan keberatan karena nilai jual tanah juga sangat murah, jauh daripada 
harga umumnya. 
 `Perjanjian dengan hak tanggungan diatur pada Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang 
Berkaitan dengan Tanah pada Pasal 1 angka 1 bahwa hak tanggungan adalah hak 
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jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Kreditur sebagai penerima hak 
tanggungan memiliki hak eksekusi langsung. 
 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis akan melakukan 
penelitian dengan judul skripsi: “Analisis Perlindungan Debitur Pada 
Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan Pada Bank BNI Unit Genuk, 
Demak”. 
 
2. METODE  
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis uraiakan 
sebagai berikut: Pendekatan masalah yang digunakana dalah yuridis-empiris yaitu 
pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1999 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 
tentang Analisis Perlindungan Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Hak 
Tanggungan Pada Bank BNI Unit Genuk, Demak. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang 
sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang mengenai Perlindungan 
Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan Pada Bank BNI Unit 
Genuk, Demak. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Perjanjian Kredit Antara Debitur dengan Bank BNI Unit Genuk, 
Demak 
Dalam usaha pemberian kredit, pihak bank diwajibkan untuk memberikan 
pedoman perkreditan dan pembiayaan. Ini berarti Bank umum diwajibkan untuk 
menyusun dan menerapkan pedoman perkreditan bank dalam pemberian kredit 
sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
 Pertama, calon nasabah debitur mengajukan permohonan pengajuan kredit 
secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank. Dokumen 
yang harus dilampirkan guna memenuhi syarat pengajuan permohonan kredit 
dengan jaminan hak tanggungan di Bank antara lain: Sertipikat Hak Atas Tanah, 
bisa atas nama sendiri atau atas nama pihak ketiga,  Surat Keterangan Pendaftaran 
5 
Tanah (SKPT),  Fotocopy KTP atau surat nikah, Fotocopy kartu keluarga dan 
Fotocopy pembayaran PBB. 
 Kedua, setelah semua persyaratan dipenuhi oleh calon debitur, kemudian 
pihak bank akan melakukan analisa kredit. Analisa kredit yaitu usaha dari pihak 
bank untuk mencari informasi dan juga kebenaran akan berkas-berkas yang 
diberikan oleh calon nasabah debitur guna dijadikan bahan pertimbangan, apakah 
kredit itu disetujui atau tidak. Analisa kredit digunakan untuk mengetahui apakah 
berkas yang diajukan oleh calon nasabah debitur telah sesuai dengan yang 
dipersyaratkan. Jika berkas yang diajukan oleh calon debitur belum lengkap, maka 
pihak bank akan meminta calon nasabah debitur untuk melengkapinya sampai 
batas waktu yang telah ditentukan. Apabila telah sampai batas waktu yang 
ditentukan dan calon nasabah debitur belum melengkapi berkas persyaratan, maka 
bank akan mempertimbangkan untuk membatalkan pengajuan permohonan kredit 
itu. Dalam proses analisa kredit, yang dilakukan adalah memeriksa usaha calon 
nasabah debitur secara langsung, besarnya pinjaman, bunga, jangka waktu 
pembayaran, angsuran bulanan serta jaminan yang diberikan oleh calon nasabah 
debitur. Tujuan dilakukannya analisa kredit yaitu untuk memberikan keyakinan 
kepada bank bahwa calon nasabah debitur mempunyai itikad baik serta sanggup 
untuk membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Analisa 
kredit dilakukan oleh Account Officer Komersial Bank. Untuk mendapatkan nilai 
yang sesuai dengan jaminan yang diberikan, Account Officer akan melakukan 
penilaian jaminan sesuai dengan Nilai Pasar Wajar karena objek hak tanggungan 
hanya bisa dibebani sebesar Nilai Pasar Wajar. 
 Ketiga, apabila analisa kredit telah selesai dilakukan, kemudian Account 
Officer akan membuat proposal analisa kredit yang akan diserahkan kepada 
Asisten Manajer Pemasaran serta Pemimpin Cabang untuk kemudian dinilai 
kelayakannya. Jika proposal analisa kredit tersebut dinilai layak maka Kepala 
Bagian akan memberitahukan kepada Account Officer untuk selanjutnya 
diinformasikan kepada calon nasabahdebitur dengan membuat Surat Penawaran 
Kredit (SPK) yang isinya meliputi: Memorandum Analisa Kredit, Putusan Kredit, 
Surat Penawaran Kredit, Identitas para pihak, jangka waktu, serta biaya provisi, 
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percetakan dan asuransi agunan. Pemberitahuan tersebut akan dikonfirmasikan 
oleh pihak bank kepada calon nasabah debitur. 
 Keempat, yaitu pembebanan hak tanggungan. Apabila jumlah pinjaman 
yang diberikan sangat besar, yaitu diatas 100 (seratus) juta, maka perlu dilakukan 
pembebanan hak tanggungan sebagai jaminan guna memperkecil resiko dalam 
pemberian kredit. Sebelum pembebanan hak tanggungan dilakukan, bangunan 
yang berdiri ditanah yang akan dijaminkan wajib diasuransikan terlebih dahulu 
untuk meminimalisir resiko apabila terjadi musibah. 
 Pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit 
Genuk dijalankan sesui dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana 
dijelaskan pada Pasal 1320 KHUPerdata yaitu a) sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya; b) kecakapan membuat suatu kontrak; c) suatu hal tertentu; 
d) suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit yang dilakuan oleh debitur dimana 
onjeknya berupa pinjaman modal sesuai dengan penjelasan Pasal 1333 
KUHPerdata menjelaskan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu 
barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan tidaklah menjadi halangan bahwa 
jumlah baang tidak ditentukan atau tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat 
ditentukan atau dihitung. 
 Pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit 
Genuk sesuai dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 
tentang Perbankan: Bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarrkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-
meinjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
 Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh 
bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas 
perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, 
sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama 
terhadap berbagai aspek (Usman, 2003). 
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 Pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit 
Genuk berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai oleh 
bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan 
prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip 5 C’s. 
Prinsip 5 C’s ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (Willingness to 
pay) dan kemampuan membayar (Ability to pay ) nasabah untuk melunasi 
pinjaman beserta bunganya. 
3.2 Prosedur Pelelangan Hak Jaminan yang Dilakukan Bank BNI Unit 
Genuk, Demak Terhadap Perjanjian Kredit 
Prosedur pelelangan hak jaminan yang dilakukan bank BNI Unit Genuk, Demak 
terhadap perjanjian kredit, diantaranya adalah sebagai berikut: 
 Pertama, penggugat tidak dapat melakukan pembayaran hutangnya dan 
telah berehenti menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kredit a 
quo sejak bulan Mei 2014 yang diperkuat dengan diberikan surat peringatan 
sebanyak 3 (tiga) kali,diantaranya yaitu: 1) SP 1, No. 001/DSP-JHR/0514 Tanggal 
7 Mei 2014; 2) SP 2 No. 0019/DSP-JHR/0514 Tanggal 30 Mei 2014; 3) SP 3, No. 
010/DSP-JHR/0614 Tanggal 9 Juni 2014 
 Kedua, pelelangan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI didasarkan pada 
Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yaitu 
apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak 
untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 
Penjelasan pada Pasal 6 ini adalah bahwa hak untuk menjual obyek hak 
tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari 
kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau 
pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang 
hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi 
hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan 
berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa 
persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-
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kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak 
tanggungan. Pasal 20 Ayat (5) menjelaskan bahwa sampai saat pengumuman 
untuk lelang dikeluarkan, pejualan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat 
dihindarkan dengan pelunasan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan itu 
beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. 
 Ketiga, Pasal 11 Ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa dalam akta 
pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan janji-janji antara lain janji bahwa 
pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untu menjual atas kekuasaan 
sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji. 
 Keempat, Pasal 20 Ayat (1) menjelaskan bahwa apabila debitur cidera 
janji maka berdasarkan; a)hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual 
obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau; b) titel 
eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui 
pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak 
mendahului daripada kreditor-kreditor. 
 Kelima, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3434K/Pdt/2000 
Tanggal 29 Maret 2007 menjelaskan bahwa grosse akta hipotik/hak tanggungan 
dapat dieksekusi sebelum jangka waktu pinjaman lampau apabila hal tersebut 
terbukti diperjanjikan oleh para pihak yakni karena debitur terbukti lalai 
memenuhi kewajiban angsuran bulanannya. Yurisprudens Mahkamah Agung RI 
No.1628K/Pdt/2012 Tertanggal 16 April 2013 menjelaskan bahwa karena 
penggugat (debitur) tidak dapat membayar kewajiban sebagaimana diatur dalam 
perjanjian kredit sehingga Tergugat I (kreditur) selaku pemegang hak tanggungan 
menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan untuk melunasi piutangnya 
dengan perantara kantor Termohon Kasasi I (KPKNL) adalah sesuai dengan 
prosedur hukum yang berlaku. 
 Pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit 
Genuk dengan memberikan jaminan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Surat 
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 
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1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Bahwa yang dimaksud dengan jaminan 
adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi suatu 
kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 Butir 
23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan 
nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 
pembayaran berdasarkan prinsip syariah. 
 Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank 
Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan 
Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan adalah suatu keyakinan 
bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang 
diperjanjikan. Jadi bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus 
mengutamakan unsur keyakinan, bahwa debitur sanggup dan mampu untuk 
melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan. 
 
3.3 Penyelesaian Hukum Antara Debitur Dengan Bank BNI Unit Genuk, 
Demak Terhadap Perjanjian Kredit 
 Gugatan Penggugat tidak bisa diterima dikarenakan tidak bisa menjelaskan 
secara rinci  dan jelas setiap dalil yang dikemukakan. Isi daripada gugatan 
diantaranya; a) harus disampaikan dengan dasar hukum yang jelas dan berlaku; b) 
harus adanya penjelasan yang rinci dan jelas setiap detail gugatannya. Tidak 
jelasnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat membuat majelis hakim bingung 
dala memutuskan perkara a quo, hal in memiliki implikasi terhadap Penggugat 
dimana hakim menolak gugatan Penggugat. 
 Gugatan dari Penggugat telah salah alamat atau error in persona dimana 
Penggugat melakukan gugatan kepada Tergaugat V, hal ini dikarenakan Tergugat 
V tidak memiliki kewenangan terkait dengan perjanjian kredit, dikarenakan 
Tergugat V dalam kedudukan sebagai otoritas pengatur dan pengawas sektor jasa 
keuangan. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kabur (obscuur libel) 
karena tidak memberikan penjelasan secara rinci dan jelas terhadap setiap dalil 
yang diajukan. Dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan perbuatan 
Tergugat V yang merugikan dan melanggar perjanjian. 
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 Hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak 
disertai oleh alat bukti yang memberikan penjelasan apakah perjanjian 
pembiayaan modal kerja dalam gugatan sama dengan perjanjian kredit, dimana 
perjanjian kredit dibuat dan ditandatangani oleh pihak Pengguat dan Tergugat. 
Hal ini memberikan kebingunan kepada hakim dalam melakukan pemeriksaan 
karena landasan hukum yang diajukan tidak jelas dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum. 
 Gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat melakukan 
perbuatan melawan hukum yang terdiri dari kerugian materiil dimana 
memberikan secara nyata pelanggaran integritas pribadi. Hal ini didasarkan pada 
Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar perbuatan hukum bahwa dalam perbuatan 
melawan hukum yang dapat dilakukan penuntutan adalah; a) ganti rugi nayata 
(actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif dan konkret disebut 
kerugian materiil; b) kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada 
keadaan semula. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci 
kerugian yang diderita, sehingga membuat majelis hakim tidak dapat 
membuktikan bahwa perbuatan daripada Tergugat telah merugikan pihak 
Penggugat. 
 Gugatan yang diajukan Penggugat menurut majelis hakim tidak memenuhi 
syarat formalitas suatu gugatan, hal ini dikarenakan gugatan yang diajukan oleh 
Penggugat dianggap majelis hakim tidak jelas atau kabur dan hal ini bertentangan 
dengan hukum acara perdata. Selain itu isi gugatan daripada Penggugat 
memberikan pihak Pengadilan mengalami kesulitan dalam menjatuhkan amar 
putusan pada pokok perkaranya beserta eksekusinya apabila dalam persidangan 
terbukti. Hal ini membuat majelis hakim mengambil keputusan bahwa gugatan 
yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard). 
 Berdasarkan dalil-dalil berupa keterangan, eksepsi, dan alat bukti serta 
saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum dan 
wanprestasi maak majelis hakim memutuskan sebagai beirkut: a) menerima 
eksepsi yang diajukan Tergugat I; b) menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 
diterima; c) menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga 
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hari ini ditaksir sebesar Rp 5.963.200 (lima juta sembilan ratus enam puluh tiga 
ribu dua ratus rupiah). 
 
4. PENUTUP 
4.1 Proses Perjanjian Kredit Antara Debitur Dengan Bank BNI Unit Genuk, 
Demak 
Pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit Genuk 
dijalankan sesui dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan 
pada Pasal 1320 KHUPerdata. Perjanjian kredit yang dilakuan oleh debitur 
dimana onjeknya berupa pinjaman modal sesuai dengan penjelasan Pasal 1333 
KUHPerdata. Pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI 
Unit Genuk sesuai dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 
1998 tentang Perbankan. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian 
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-
asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pemberian 
kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit Genuk berdasarkan 
Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai oleh bank sebelum 
memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha 
dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip 5 C’s. Prinsip 5 C’s 
ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (Willingness to pay) dan 
kemampuan membayar (Ability to pay ) nasabah untuk melunasi pinjaman beserta 
bunganya. 
4.2 Prosedur Pelelangan Hak Jaminan yang Dilakukan Bank BNI Unit 
Genuk, Demak Terhadap Perjanjian Kredit 
Pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Unit Genuk 
dengan memberikan jaminan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan 
Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang 
Jaminan Pemberian Kredit. Bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu 
keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi suatu kredit sesuai 
dengan yang diperjanjikan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 Butir 23 yang 
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dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah 
debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembayaran 
berdasarkan prinsip syariah. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan 
Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang 
Jaminan Pemberian Kredit. 
4.3 Penyelesaian Hukum Antara Debitur Dengan Bank BNI Unit Genuk, 
Demak Terhadap Perjanjian Kredit 
Berdasarkan penjelasan dari Penggugat, maka hakim beranggapan bahwa jika 
dalil Penggugat dinyatakan sah maka akan menimbulkan konsekuensi hukum 
yang berbeda walaupun sebenarnya secara normatif dianggap cacat hukum.  Isi 
gugatan daripada Penggugat menyebabkan gugatan tidak jelas arah dan tujuan 
yang hendak dicapai. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat formalitas 
gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acar perdata sehingga sudah 
sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan 
Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan 
hukum yang terdiri dari kerugian materiil dimana memberikan secara nyata 
pelanggaran integritas pribadi. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata 
sebagai dasar perbuatan hukum bahwa dalam perbuatan melawan hukum yang 
dapat dilakukan penuntutan adalah; a) ganti rugi nayata (actual loss) yang dapat 
diperhitungkan secara rinci, obyektif dan konkret disebut kerugian materiil; b) 
kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. 
Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci kerugian yang 
diderita, sehingga membuat majelis hakim tidak dapat membuktikan bahwa 
perbuatan daripada Tergugat telah merugikan pihak Penggugat.  
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